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ABSTRAK

Persepsi dan Pengetahuan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaksanaan Self
Assessment System PPh Pasal 21 di Palembang

Oleh:
Ira Sukmayanti

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi dan pengetahuan
Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada pelaksanaan Self Assessment System
PPh Pasal 21 di Palembang. Objek Penelitian ini adalah 100 WPOP di Palembang
yang diambil menggunakan random sampling. Variabel yang digunakan dalam
penelitian ini terdiri dari kewajiban menghitung, kewajiban melapor, persepsi
Wajib Pajak tentang penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan oleh fiskus. Teknik
analisis data yang digunakan adalah teknik analisis statistik deskriptif, yaitu
dengan menggolongkan jawaban responden pada lima kriteria. Hasil penelitian
secara umum menunjukkan bahwa pengetahuan WPOP dalam melaksanakan
kewajiban menghitung dan melapor pada Self Assessment System masuk dalam
kriteria cukup tahu (CT), sedangkan persepsi WPOP tentang kewajiban
penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan oleh fiskus masuk dalam kriteria baik

(B).

Kata Kunci: Persepsi, Pengetahuan, WPOP, Self Assessment System,
Palembang.
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ABSTRACT

Perception and Knowledge of Individual Taxpayer on The Implementation of Self
Assessment System (Income Tax Article 21) in Palembang

By:
Ira Sukmayanti; Ahmad Subeki; Hasni Yusrianti

This study aims to determine how the perception and knowledge of individual
taxpayer (WPOP) on the implementation of Self Assessment System ( income tax
article 21) in Palembang. The object research were 100 WPOP taken by random
sampling in Palembang. The variables used in this research consisted of
calculating and reporting duty and taxpayer’s perception about counseling,
service, and supervision duty by the tax officer. The data analysis technique used
is descriptive statistical analysis techniques by classifying respondent’s answer
into five criteria. The result shows, in general knowledge of WPOP in calculating
and reporting duty on Self Assessment System is in enough knowledge criteria
(CT), whereas WPOP's perception about counseling, service, and supervision
duty by the tax officer is in good criteria (B).

Keywords: Perception, Knowledge, WPOP, Self Assessment System, Palembang
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Pajak, sebuah kata yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita, namun
apakah kita sudah mengetahui apa itu pajak, perannya, penggunaannya, dan
sistem pemungutannya?. Jawabannya bisa belum atau sudah. Seandainya sudah,
maka akan timbul pertanyaan, sudahkah Anda terdaftar sebagai Wajib Pajak dan
memenuhi kewajiban pajak Anda secara baik dan benar? dan seandainya belum,
maka ada baiknya kita mencari tahu bersama-sama. Seperti kata pepatah, “tak
kenal, maka tak sayang”, apabila kita tidak mengenal baik apa itu pajak, maka kita
akan merasa enggan atau terpaksa untuk membayar pajak padahal manfaat pajak
sangat besar bagi kita.

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pajak memiliki peranan yang penting, hal ini tertuang dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak me

penerimaan dalam negeri terbesar (Saputra, 2011). Pajak berpote




pemasukan utama APBN, karena melalui pajak pemerintah dapat membiayai
pengeluaran-pengeluaran negara yang bersifat pembangunan jangka panjang
maupun membiayai pengeluaran rutin (Ekawati & Radianto, 2008). Selain sebagai
sumber pemasukan utama bagi APBN, pajak juga merupakan jalan keluar negara
Indonesia untuk lepas dari krisis yang berkepanjangan (Ekawati & Radianto,
2008).

Pajak memiliki fungsi budgetair yaitu untuk mengisi kas negara sesuai
dengan undang-undang yang berlaku dan digunakan untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran negara. Meskipun penerimaan pajak dari tahun ke tahun
terus meningkat tetapi presentase kenaikan tersebut belum mencerminkan kondisi
yang diinginkan. Hal ini dapat dilihat pada indikator fax ratio. Tax ratio adalah
rasio penerimaan perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu
negara. Tax ratio yang dipatok RAPBN 2012 hanya 12,6% saja (pajak.go.id,
2012).

Sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan di Indonesia ada 3 (tiga) , yaitu
Official Assessment System, Self Assessment System, dan Withholding System.
Ketiga sistem tersebut memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda. Official
Assessment System lebih menekankan inisiatif pihak fiskus untuk menentukan
besarnya pajak terutang, Self Assesssment System lebih memberikan kepercayaan
kepada Wajib Pajak untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya
sendiri, sedangkan Withholding System lebih menekankan kepada pihak ketiga

selain fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang (Hasan,
2008).



Sejak tahun 1983 Pemerintah Indonesia melakukan reformasi perpajakan
yang dimaksudkan untuk terciptanya reinventing government (penataan kembali
fungsi DJP) dan empowering people (peningkatan partisipasi masyarakat).
Reformasi perpajakan menjadikan Self Assessment System sebagai salah satu
sistem yang dianut di Indonesia untuk semua jenis pajak kecuali Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB). Harahap (2004) menyatakan bahwa dianutnya Self Assessment
System membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga
masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (voluntary compliance).

Pada Self Assessment System, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk
menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutangnya,
sedangkan aparat pajak (fiskus) berkewajiban melakukan pembinaan
(penyuluhan), pengawasan, dan pelayanan terhadap pemenuhan kewajiban
perpajakan. Sebagai pertanggungjawaban (akuntabilitas) dari Self Assessment
System tersebut, pada akhir masa pajak atau tahun pajak, Wajib Pajak diwajibkan
untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) dimana Wajib Pajak tersebut terdaftar. SPT tersebut merupakan sarana
Wajib Pajak uniuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhithngan
jumlah pajak dan pembayarannya sehingga SPT tesebut harus diisi dengan benar,
lengkap, jelas, dan ditandatangani serta disampaikan ke KPP dimana Wajib Pajak
terdaftar.

Pada praktiknya Self Assessment System yang memberikan kepercayaan
kepada Wajib Pajak sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan bahkan

disalahgunakan (Tarjo & Kusumawati, 2005). Hutagaol (2007) menyatakan



bahwa penerapan Self Assessment System dalam sistem perpajakan tidak
sepenuhnya berjalan baik karena sebagian KPP masih saja mendapatkan kendala
dan hambatan dalam pelaksanaan perpajakan. Salah satu diantaranya adalah SPT
yang diisi dan dilaporkan oleh Wajib Pajak sulit terdeteksi kebenarannya.

Kesadaran yang tinggi merupakan faktor penting dalam pelaksanaan Self
Assessment System (Priyantini, 2008). Menurut Soemitro (2008) keberhasilan Self
Assessment System ditentukan oleh kesadaran pajak dari Wajib Pajak, kejujuran
Wajib Pajak, hasrat untuk membayar pajak, dan disiplin dalam membayar pajak.
Kesadaran Wajib Pajak dibentuk oleh persepsi Wajib Pajak, pengetahuan Wajib
Pajak, karakteristik Wajib Pajak dan penyuluhan perpajakan (Suryadi, 2006).
Susanto (2012), dalam sebuah artikel pajak mengatakan bahwa sampai sekarang,
kesadaran masyarakat membayar pajak belum mencapai tingkat sebagaimana
yang diharapkan. Salah satu indikasi kesadaran dan kepedulian membayar pajak
adalah tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dan SPT Masa. Chong &
Lai (2010) menyatakan bahwa kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara
sukarela merupakan tulang punggung Self Assessment System.

Direktur Jenderal Pajak, A. Fuad Rachmany mengatakan bahwa masih jutaan
yang belum bayar pajak, mungkin 50 juta. Berdasarkan data penyampaian SPT
Pajak tahun 2010, orang pribadi yang menyampaikan SPT Pajak hanya mencapai
sekitar 8,5 juta orang dari total jumlah penduduk Indonesia sekitar 240 juta jiwa.
Dari jumlah 8,5 juta orang itu pun sebagian merupakan SPT nihil. Penerimaan
pajak pada 2010 mencapai Rp 600 triliun. Dari jumlah itu, sekitar Rp 300 triliun

berasal dari pajak perusahaan atau badan yang jumlahnya 500.000



badan/perusahaan. Jumlah penerimaan Rp 300 triliun itu sebagian besar yaitu 98
persen berasal dari 200.000 perusahaan. Sementara itu dari 8,5 juta Wajib Pajak
orang pribadi, penerimaan pajaknya mencapai Rp 200 triliun. Jumlah Rp 200
triliun itu sebagian besar atau 98 persen berasal dari 500.000 Wajib Pajak orang
pribadi golongan kaya dan menengah. Ini artinya Indonesia saat ini hanya
bergantung kepada satu juta Wajib Pajak perusahaan dan orang pribadi. Ini sangat
menyedihkan padahal jumlah penduduk 200 juta lebih (Warta Kota, 21 Mei
2011).

Forest & Sheffrin (2002) dikutip dalam Suryadi (2006) meneliti pentingnya
sistem perpajakan yang simplifying. Hal ini karena kompleksitas dari sistem
perpajakan akan berpengaruh pada ketidakpatuhan Wajib Pajak, meskipun sistem
perpajakan yang sederhana juga tidak menjamin Wajib Pajak akan patuh. Sistem
perpajakan adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur fax policy, tax law, dan
tax administration, yang saling berhubungan satu sama lain (Rahayu, 2009). Self
Assessment System termasuk dalam fax administration. Menurut Rahman (2009),
tingkat kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh bagaimana kondisi administrasi
perpajakan dilakukan.

Saat ini, tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih tergolong rendah.
Di Sumatera Selatan sendiri, kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pengisian
formulir SPT tahunan pajak penghasilan dalam lingkup Provinsi Sumsel dan
Babel ternyata masih rendah. Kepala Seksi (Kasi) Bimbingan Konsultasi Kanwil
DJP Sumsel Babel Eko Hendarwin menegaskan bahwa kepatuhan Wajib Pajak

dalam mengisi formulir dinilai dari 2 (dua) kategori, yakni segi formil dan materil.



Dari segi formil persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak tahun 2011 dalam
mengisi formulir pajak penghasilan baru sekitar 50%. (Harian Seputar Inc.ionesia,
24 Nopember 2011). Rendahnya tingkat penyampaian SPT bisa dilihat dari
persentase Wajib Pajak efektif. Wajib Pajak efektif adalah jumlah Wajib Pajak
yang menyampaikan SPT tahunan. Berdasarkan data KPP Pratama Palembang Ilir
Barat yang dikutip dari penelitian Yusfika (2011), persentase Wajib Pajak efektif
tahun 2009 adalah 48,83%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyampaian SPT
di KPP Pratama Palembang Ilir Barat sampai tahun 2009 bahkan belum mencapai
50%. Selain itu, di KPP Pratama Palembang Ilir Timur tahun 2012, jumlah
penerimaan SPT Tahunan hanya sebanyak 40.494 dari total 72.378 Wajib Pajak
Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar.

Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak penyebabnya antara lain pengetahuan
sebagian besar Wajib Pajak tentang pajak, serta persepsi Wajib Pajak tentang
pajak dan petugas pajak masih rendah (Gardina & Haryanto, 2006 dikutip dalam
Supriyati & Hidayati, 2008). Namun sayangnya, masih banyak masyarakat
sebagai Wajib Pajak yang kurang memiliki pengetahuan yang cukup tentang
bagaimana mengisi SPT (Manurung, 2003). Hal ini dikarenakan peraturan
perpajakan yang sulit dipahami dan kurang memasyarakat, sehingga hanya
beberapa kalangan masyarakat yang memiliki pendidikan yang cukup yang bisa
mengerti peraturan perpajakan (Ekawati & Radianto, 2008). Dari beberapa
literatur dan hasil penelitian, didapatkan beberapa faktor internal yang dominan
membentuk perilaku kesadaran Wajib Pajak untuk patuh yaitu persepsi Wajib

Pajak, tingkat pengetahuan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku, dan



kondisi keuangan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kompleksitas sistem
perpajakan akan berpengaruh pada ketidakpatuhan Wajib Pajak. Salah satu unsur
sistem perpajakan adalah fax administration yang mengatur sistem pemungutan
pajak. Reformasi perpajakan tahun 1983 menjadikan Self Assessment System
sebagai sistem pemungutan pajak di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat membayar pajak secara sukarela. Namun kenyataannya,
tingkat kepatuhan pernyampaian SPT yang merupakan salah satu indikasi
kesadaran masih rendah, di Sumatera Selatan sendiri baru 50%. Faktor dominan
yang mempengaruhi kesadaran Wajib Pajak untuk patuh diantaranya persepsi,
pengetahuan, dan kondisi keuangan Wajib Pajak. Maka Penulis tertarik untuk
melihat bagaimana persepsi dan pengetahuan Wajib Pajak orang pribadi pada
pelaksanaan Self Assessment System PPh Pasal 21 di Palembang dan apa saja yang
menjadi kendala pelaksanaan Self Assessment bagi Wajib Pajak orang pribadi.
Penelitian ini difokuskan pada PPh Pasal 21 karena pada beberapa penelitian
sebelumnya fokus penelitian adalah Wajib Pajak yang melakukan pekerjaan bebas
atau memiliki usaha sendiri. Selain itu, penduduk Indonesia sebagian besar
bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai (bps.go.id). Hal ini berarti lebih banyak

Wajib Pajak yang menggunakan Pasal 21 untuk Pajak Penghasilannya.

1.2. Perumusan Masalah
a. Bagaimana persepsi dan pengetahuan Wajib Pajak orang pribadi pada

pelaksanaan Self Assessment System PPh Pasal 21 di Palembang?



b. Apa kendala-kendala pelaksanaan Self Asssessment System bagi Wajib Pajak

orang pribadi?

1.3. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana persepsi dan pengetahuan Wajib Pajak orang
pribadi pada pelaksanaan Self Assessment System PPh Pasal 21 di Palembang.

b. Untuk mengetahui apa kendala-kendala pelaksanaan Self Assessment System

bagi Wajib Pajak orang pribadi.

1.4. Manfaat Penelitian
Tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu
pengetahuan di bidang perpajakan dan menjadi bahan masukan bagi instansi yang

terkait dalam meningkatkan kinerjanya.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori dan penelitian terdahulu.



BAB III

BAB IV

BAB V

: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang ruang lingkup penelitian, data penelitian dan
sumber data, populasi dan sampel, variabel penelitian, teknik
pengumpulan data, pengujian instrumen, dan teknik analisis data.

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang intepretasi hasil penelitian dan pembahasan.
: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.
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